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Abstract: The article below traces to find the urgency of saintific ijtihad to solve
Islamic law problems of contemporary transaction (mu’amalah mu asirah) in the
age of globalization. The age of globalization supported by information
technologies revolusion makes all aspects of human life changes rapidly
especially in economic activities. Many kinds and aspects of transaction that
human did not think many years ago, occur in this era, for instance insurance,
electronic banking, e-commerce, capital market, unit trust, etc. All forms of
transaction in this era need to be solved and justified by Islamic law in order to
all muslims in the world can participate in economic activities among other
people at the global era. Islam as the last religion revealed by Allah swt. has
many tools to anticipate and solve contemporary problems occurring in the global
era. Alquran and al-Sunnah as the main sources of Islamic law provide tools to
make Islamic teachings always suitable for all time, namely by saintific ijtihad. By
doing saintific ijtihad to solve contemporary transaction problems in this global

era will make Islamic law always appropriate whenever and wherever.
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I. PENDAHULUAN
Era globalisasi (the age of globa-
lization), dalam beberapa literature

dinyatakan bermula pada dekade 1990-
an." Era ini ditandai, diantaranya dengan
adanya fenomena penting dalam bidang
ekonomi. Kegiatan ekonomi dunia tidak
hanya dibatasi oleh faktor batas geografi,
bahasa, budaya dan ideologi, akan tetapi
lebih karena faktor saling membutuhkan
dan saling bergantung satu sama lain.
Dunia menjadi seakan-akan tidak ada
batas, terutama karena perkembangan
teknologi informasi yang begitu pesat.
Keadaan yang demikian melahirkan
banyak peluang sekaligus tantangan,’

terutamanya dalam hal transaksi kepada
semua pihak, termasuk umat Islam.*

Prosesglobalisasi diperkirakan sema-
kin bertambah cepat pada masa men-
datang, sebagaimana dikemukakan oleh
Colin Rose bahwa dunia sedang berubah
dengan kecepatan langkah yang belum
pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan
masyarakat termasuk kehidupan hukum
dan ekonominya menjadi semakin kom-
pleks.”

Persoalan-persoalan hukum dalam
berbagai aspeknya yang dulunya tidak
pernah terbayangkan muncul, pada era
globalisasi muncul dan berkembang
dengan cepat. Persoalan-persoalan dalam
bidang muamalah Islam yang belakangan
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muncul misalnya zakat profesi, asuransi,
praktek perbankan elektronik, pasar
modal, bursa efek, reksadana, e-commerce
dan lain-lain. Padahal wahyu tidak akan
turun lagi karena Rasulullah saw. sebagai
Rasul terakhir telah wafat, dan alquran
telah tamat. Sementara tidak semua
persoalan-persoalan hukum yang muncul
kontemporeri dalam era globalisasi
dijawab secara gamblang oleh ayat-ayat
alquran dan hadis Rasulullah saw.®
Walaupun sebagian persoalan-persoalan
yangmuncul kontemporeritelah dibincang-
kan oleh ulama terdahulu, tetapi kasus dan
kondisinya tidak sama persis, sehingga
perlu kajian lagi.” Oleh karena itu perlu
dilakukan ijtihad saintifik untuk men-
jawab problematika transaksi kontemporer
pada era globalisasi,® sehingga terbuktilah
bahwa Islam adalah salihun likulli zaman
wa likulli makan (cocok untuk setiap
zaman dan tempat).

Artikel ini akan membincangkan
tentang rasional urgensinya melakukan
ijtihad saintifik untuk menjawab per-
soalam hukum transaksi kontemporer dan
juga landasan melakukan ijtihad saintifik
tersebut serta contoh ijtihad saintifik
dalam menjawab persoalan  hukum
transaksi kontemporer.

Il. PEMBAHASAN
A. ljtihad Saintifik
1. Pengertian ljtihad Saintifik

Kata ijtihad berasal dari kata jahada,
kata ini Dbeserta derivasinya berarti
“pencurahan segala kemampuan untuk
memperoleh suatu dari berbagai urusan.”
Perkataan ini menunjukkan pekerjaan
yang sulit dilakukan atau lebih dari biasa.
Secara ringkas, ijtihad berarti sungguh-
sungguh atau kerja keras untuk men-
dapatkan sesuatu.’

Kata ijtihad mempunyai makna
khusus dalam Islam, yaitu pencurahan
segala kemampuan secara maksimal untuk
memperoleh suatu hukum Syarak yang

amali melalui penggunaan sumber syarak
yang diakui.’® Dalam definisi yang lain
disebutkan, ijtihad adalah pengerahan
segenap kesanggupan oleh seorang ahli
figh atau mujtahid untuk memperoleh
pengetahuan  tentang  hukum-hukum
syara’.*! Menurut Fazlur Rahman, ijtihad
refers to the striving of the jurists to the
point of mental exhaustion to derive
principle and rules of law from evidence
found in the sacred texts of sources.'?
Sedangkan saintifik bermakna menurut
atau  berdasar ilmu  pengetahuan.’®
Biasanya dihasilkan melalui penelitian
dengan menerapkan metode ilmiah ter-
tentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa ijtihad saintifik merupakan suatu
upaya pencurahan segala kemampuan oleh
seorangyangmempunyai kelayakan ilmiah
dengan menggunakan metode ilmiah ter-
tentu untuk mendapatkan jawaban ter-
hadap persoalan-persoalan kontemporer
denganberdasarkansumber-sumber hukum
yang diakui oleh Syarak.

2. Posisi Teks dalam Ijtihad Saintifik

Sumber hukum yang fundamental
dalam hukum Islam adalah Alquran dan
al-Sunnah (teks). Alquran diwahyukan
kepada Muhammad saw. yang merupakan
Rasulullah terakhir, dan syariatnya adalah
syariat yang terakhir.* Sedangkan al-
Sunnah merupakan penjelas terhadap
hukum-hukum alquran, walau terkadang
juga menentukan hukum baru. Dengan
demikian syariat Islam adalah syariat yang
akan berlaku hingga akhir zaman, oleh
karena itu dalam teks tersebut terkandung
nilai-nilai dan ajaran yang memungkin-
kannya berlaku hingga akhir zaman.

Di antaranya adalah bahwa dalam
alquran dan al-Sunnah terdapat dua jenis
hukum-hukum, vyaitu: (1) hukum-hukum
gat iyyat yang ditegaskan oleh dalil,

kekukuhannya tidak berubah karena
perubahan ruang dan waktu, tidak boleh
ber-ikhtilaf  terhadapnya, tidak boleh
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ditolak atau diterima berdasarkan ijtihad
semata-mata. Jenis inilah yang disebut
oleh para pemikir sebagai hukum Islam
dalam makna Syariah.”> (2) hukum-
hukum yang tidak ditetapkan secara jelas
dan qazi baik periwayatannya maupun
artinya (hukum zanniyyat yang bersifat
interpretable). Hukum-hukum ini dipa-
hami karena adanya isyarat yang
menunjuk ke arah itu, sehingga timbul
perbedaan paham, perbedaan sudut
pandang, baik karena hal yang berkaitan
dengan periwayatan ataupun penunjukan
hukumnya.

Jenis hukum yang kedua inilah area
untuk berijtihad, sehingga dari sinilah
muncul penalaran, pemikiran, pen-tarjih-
an, penelaahan, perkiraan kemaslahatan,
kebaikan, serta perubahan keadaan yang
mungkin ~ menimbulkan  perbedaan.’®
Interpretasi terhadap jenis hukum yang
kedua inilah disebut figh.” Dalam
melakukan interpretasi terhadap hukum-
hukum zanniyyat itu diperlukan suatu
penalaran ilmiah dengan menggunakan
metode ilmiah tertentu, agar kesim-
pulannya nanti memiliki bobot ilmiah
yang tinggi dan dapat dipertanggung-
jawabkan secara ilmiah. Inilah ijtihad
saintifik yang diperlukan pada era global
saat ini. Akan tetapi, tetap harus diingat
bahwa nilai kebenaran yang dihasilkan
tetap bersifat relatif, liberal, terbuka untuk
diuji dan dikaji ulang™ serta terbuka untuk
dikritik.'® Berbeda dengan hukum qat‘i
yang bersifat mutlak dan otoritatif.

Dengan demikian jelaslah bahwa
kedudukan teks dalam ijtihad saintifik
adalah sebagai sumber hukum yang
bersifat mutlak dan otoritatif, sedangkan
hasil ijtihad saintifik tergolong dalam
hukum figh yang bersifat relatif, liberal,
terbuka untuk diuji dan dikaji ulang serta
terbuka untuk dikritik.

3. Kekuatan
Saintifik
Penelusuran terhadap sejarah tasyri*

Hukum Hasil Ijtihad

al-islami menunjukkan bahwa Rasulullah

saw. menggalakkan umatnya untuk ber-

ijtihad.® Ini misalnya terungkap dalam
beberapa hadis, diantaranya hadis Mu‘az
bin Jabal. Sewaktu Rasul saw. hendak
mengutus Mu‘az bin Jabal r.a untuk
menjadi hakim di daerah Yaman, beliau
sempat berdialog dengan Mu‘az sebagai
berikut:

Rasulullah : “Bagaimana (cara) kamu
menyelesaikan perkara jika
kepadamu diajukan suatu
perkara?”.

: “Aku akan putuskan menu-
rut ketentuan hukum yang
ada dalam alquran”.

Rasulullah : “Kalau tidak kamu dapat-
kan dalam Kitab Allah?”

. “Aku akan putuskan menu-
rut hukum yang ada dalam
Sunnah Rasul”.

Rasulullah : “Kalau tidak (juga) kamu
jumpai dalam Sunah Rasul
dan tidak pula dalam Kitab
Allah?”.

:“Aku  akan
dengan seksama”.

KemudianRasulullahsaw.pun meng-
akhiri dialognya sambil menepuk-nepuk
dada Mu‘az seraya beliau bersabda,
“Segala puji hanya untuk Allah swt. yang
telah memberikan petunjuk kepada utusan
Rasul-Nya jalan yang diridai Rasul
Allah” #

Dalam hadis yang lain, Rasulullah
saw. memberikan tempat yang mulia
kepada mujtahid, walaupun ia salah dalam
berijtihad. Dari ‘Amr bin al-‘As r.a., ia
mendengar Rasulullah saw. bersabda yang
artinya, “Apabila seorang hakim hendak
menetapkan suatu hukum kemudian dia
berijtihad dan ternyata benar ijtihadnya,
maka baginya dua pahala, dan apabila dia
hendak menetapkan hukum kemudian dia
berijtihad dan ternyata salah ijtihadnya,
maka untuknya satu pahala”.22

Dari dua hadis tersebut tergambar
bagaimana kekuatan hukum hasil ijtihad

Mu‘az

Mu‘az

Mu‘az berijtihad
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saintifik. ljtihad saintifik sebagai salah
satu tipe ijtihad yang menerapkan metode
ilmiah dan dilakukan oleh orang yang

mempunyai  kelayakan ilmiah, tentu
masuk dalam Kkategori yang disebutkan
dalam hadis tersebut. Dalam hadis

tersebut, jelas Rasulullah saw. mengakui
dan membenarkan ijtihad sebagian saha-
batnya sebagai hukum yang dapat diterap-
kan untuk mewujudkan kemaslahatan
umat.

Oleh karena itu, secara historis,
ijtihad telah tumbuh sejak masa-masa
awal Islam, yakni pada zaman Nabi
Muhammad saw., dan kemudian ber-
kembang pada masa-masa sahabat dan
tabi‘in serta masa-masa generasi selan-
jutnya hingga kini dan mendatang.?
Bahkan justru dengan adanya ijtihad
inilah ajaran-ajaran Islam dapat senantiasa
sesuai dengan dinamika perkembangan
zaman, sehingga di sinilah letak relevan-
sinya ungkapan bahwa syariat Islam itu
selalu salihun likulli zaman wa likulli
makan (cocok untuk setiap zaman dan
tempat).*

4. Rasional Urgensi ljtihad Saintifik

Sebagaimana digambarkan di atas,
bahwa ijtihad saintifik adalah upaya
pencurahan segala kemampuan oleh
seorang Yyang mempunyai kelayakan
ilmiah dengan menggunakan metode
ilmiah  tertentu untuk  mendapatkan
jawaban terhadap persoalan-persoalan
kontemporer dengan berdasarkan sumber-
sumber hukum yang diakui oleh Syarak
(alguran dan al-Sunnah). Dalam era
global, dimana dunia diibaratkan sebagai
planet yang tidak berbatas (borderless
world atau sering juga disebut global
village) karena begitu spektakulernya
perkembangan teknologi informasi (teru-
tama dengan adanya internet) dan
pengangkutan (pesawat terbang), men-
jadikan ijtihad saintifik merupakan suatu
perkara yang sangat mungkin dilakukan
oleh siapa saja yang mempunyai kelaya-

kan ilmiah dan kesungguhan. Semua yang
diperlukan untuk untuk melakukan ijtihad
saintifik sudah tersedia, tinggal menunggu
kemauan dan kesung-guhan manusia itu
sendiri.

Di sisi lain, selain era global
menjanjikan peluang yang besar pada
umat manusia, juga meninggalkan per-
soalan dan tantangan, khususnya dalam
bidang hukum muamalat. Muamalat
dalam istilah popuper sering diper-
samakan dengan transaksi.®® Muamalah
merupakan perbuatan dan hubungan-
hubungan sesama manusia mengenai harta
kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa
tentang hal-hal tersebut dalam rangka
memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka
dengan berpandukan syariah. Pengertian
ini jelas sekali menunjukkan hubungan
antara transaksi dengan syariah. Syariah
menjadi guideline bagi semua aktivitas
transaksi. Aktivitas transaksi yang tidak
mengikuti  ketentuan syariah  berarti
dilarang (diharamkan).?

Dalam kenyataannya, perkembangan
transaksi baik dari segi bentuk, jenis,
maupun metodenya pada era globalisasi
ini berkembang sangat cepat. Persoalan-
persoalan hukum transaksi (muamalah)
dalam berbagai aspeknya yang dulunya
tidak pernah terbayangkan muncul, pada
era globalisasi muncul dan berkembang
dengan cepat. Persoalan-persoalan dalam
bidang muamalah Islam yang belakangan
muncul misalnya zakat profesi, asuransi,
praktek perbankan elektronik, pasar
modal, bursa efek, reksadana, e-commerce
dan lain-lain. Padahal wahyu tidak akan
turun lagi karena Rasulullah SAW sebagai
Rasul terakhir telah wafat, dan alquran
telah tamat. Sementara tidak semua
persoalan-persoalan hukum yang muncul
kontemporer dalam era globalisasi
dijawab secara gamblang oleh ayat-ayat
alguran dan hadis Rasulullah saw.?
Walaupun sebagian persoalan-persoalan
yang muncul kontemporer telah dibin-
cangkan oleh ulama terdahulu, tetapi
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kasus dan kondisinya tidak sama persis,
sehingga perlu kajian ulang.?® Oleh karena
itu perlu dilakukan ijtihad saintifik untuk
menjawab problematika transaksi kontem-
porer pada era global,®® sehingga ter-
buktilah bahwa Islam adalah salihun
likulli zaman wa likulli makan (cocok
untuk setiap zaman dan tempat).

Dengan melakukan ijtihad saintifik,
dimana sarana dan prasarananya telah
tersedia dengan mudahnya di era global
ini, maka insyaAllah problematika tran-
saksi kontemporer yang menjadi persoalan
umat Islam dalam bertransaksi secara
internasional pada era global dapat
diselesaikan dengan tetap berpegang pada
ajaran alquran dan al-Sunnah.®® Dengan
begitu, maka ajaran Islam akan tetap
salihun likulli zaman wa likulli makan™
sebagaimana tujuan utama diturunkannya
agama Islam sebagai syariat terakhir yang
akan berlaku hingga akhir zaman.

5. Landasan ljtihad Saintifik

Islam adalah agama yang senantiasa
sesuai untuk segala zaman dan tempat.
Sifat dasar Islam ini didukung oleh
instrumen-instrumen hukum yang men-
jadikannya fleksibel dengan segala per-
ubahan zaman. Hal ini sebagaimana
terlihat dalam sifat dasar hukum yang
digariskan oleh alquran yaitu ada hukum
yang bersifat gat 7yyat dan mutasyabihat
(zanniyyat), di mana jenis yang kedua
terbuka untuk diinterpretasi sesuai fa /il
al-ahkam (melihat hukum berdasarkan
‘illah) yang dipahami mujtahid akademik
dan juga tuntutan zaman serta realitas
sosial dan budaya lokal.*

Selain itu terdapat hadis-hadis,
seperti dua hadis tersebut diatas yang
memberikan justifikasi untuk berijtihad
kepada siapa saja yang berkelayakan ter-
hadap persoalan-persoalan yang muncul
(kontemporer) yang tidak ditentukan
hukumnya oleh alquran dan al-Sunnah.
Bahkan dua hadis tersebut menunjukkan
bahwa orang yang berijtihad mendapatkan

tempat yang utama dan mulai dalam
ajaran Islam. Dengan demikian jelas
sekali, bahwa alquran dan al-Sunnah
memberikan landasan yang kuat untuk
melakukan ijtihad saintifik.

Di samping itu, setelah mendalami
makna dan filosofi yang terkandung
dalam alquran dan al-Sunnah, para ulama
menyimpulkan bahwa tujuan utama
penetapan hukum Islam adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan umat
manusia,®® baik di dunia maupun di
akhirat. Hal ini sejalan dengan misi Islam
secara  keseluruhan yang rahmatan
/il ‘alamin. Bahkan asy-Syatibi dalam al-
Muwafagat® menegaskan: “Telah diketa-
hui bahwa hukum Islam itu disyariatkan/
diundangkan untuk mewujudkan kemas-
lahatan makhluk secara mutlak”. Dalam
ungkapan yang lain Yusuf al-Qaradawi®
menyatakan: “Di mana ada maslahat,
disanalah hukum Allah”.

Dua ungkapan tersebut menggam-
barkan secara jelas bagaimana eratnya
hubungan antara hukum Islam dengan
kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimak-
sud adalah bersifat dinamis dan fleksibel,
artinya pertimbangan kemaslahatan itu
seiring dengan perkembangan zaman.*®
Konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap
maslahat pada waktu yang lalu belum
tentu dianggap maslahat pada masa
sekarang. Kemaslahatan yang ingin
diwujudkan  hukum Islam  bersifat
universal, kemaslahatan sejati, bersifat
duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin,
material dan spiritual, maslahat individu
dan maslahat umum, maslahat hari ini dan
esok.*’

Maslahat menurut  al-Syawkani,
adalah pemeliharaan terhadap tujuan
hukum Islam dengan menolak bencana/
kerusakan/hal-hal yang merugikan dari
makhluk (manusia).®® Sementara menurut
al-Tufi, maslahat secara urf merupakan
sebab yang membawa kepada kemas-
lahatan (manfaat), sedangkan dalam
hukum Islam, maslahat merupakan sebab
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yang membawa akibat bagi tercapainya
tujuan Syari‘ (Allah), baik dalam bentuk
ibadat maupun muamalat.* Sedangkan
menurut al-Ghazali, maslahat makna
asalnya merupakan menarik manfaat atau
menolak madarat. Akan tetapi yang
dimaksud maslahat dalam hukum Islam
adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta. Setiap hukum yang mengan-
dung tujuan memelihara kelima hal
tersebut disebut maslahat.”> Mengadopsi
transaksi modern di era global dengan
menyesuaikannya  dengan  ketentuan
syariah merupakan suatu bentuk maslahat
untuk kehidupan manusia (umat Islam).

Di samping itu, para ulama setelah
memahami falsafah yang mendasari
hukum Islam, merumuskan suatu kaedah
dasar dalam bidang muamalah, yang
artinya: “Hukum asal mu‘amalat adalah
bahwa segala sesuatunya dibolehkan
kecuali ada dalil yang melarangnya
(dalam alquran dan al-Sunnah)”.**

Kaedah ini berdasar firman Allah dalam
Q.S. al-An‘am (6): 119:

2 = z
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Terjemahnya:

...Sesungguhnya Allah Telah men-
jelaskan kepada kamu apa yang
diharamkan-Nya atasmu, kecuali
apa yang terpaksa kamu memakan-
nya...

Ini  maknanya bahwa segala
sesuatu yang haram telah diperincikan
secara detail dalam syarak, sedangkan
yang mubah (dibolehkan) tidaklah
diperinci secara detail dan tidak pula
dibatasi secara detail, sehingga para ulama
berkesimpulan ~ bahwa hukum  asal
muamalat adalah mubah, kecuali ada dalil
yang melarangnya. Dengan menerapkan
kaedah ini, terbuka luas peluang untuk

melakukan adopsi terhadap transaksi-
transaksi (muamalah) modern pada era
global, selama tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip syara’,*” seperti terpenuhi-
nya syarat dan rukun kontrak, adanya
unsur suka sama suka (‘an taradin) dan
tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Di sisi lain, para fukaha juga
merumuskan kaedah figh yang mengata-
kan yang artinya: “Fatwa hukum Islam
dapat berubah sebab berubahnya masa,
tempat, situasi, dorongan, dan motivasi”.®

Menurut Ibn al-Qayyim kaedah ini
sangat penting dalam hukum Islam. Tidak
mengetahui kaedah tersebut, akan terjadi
kekeliruan besar dalam pandangan atau
penilaian terhadap hukum Islam dan akan
menimbulkan kesulitan dan kesempitan
yang tidak dikehendaki oleh hukum Islam
itu sendiri. Sebab prinsip hukum Islam
adalah untuk mewujudkan kemaslahatan
di dunia dan di akhirat.**

Landasan lainnya adalah prinsip
Islam tentang kebebasan untuk melakukan
kontrak yang dikehendaki, asalkan per-
kara-perkara yang dikontrakkan itu
sesuatu yang tidak dilarang oleh syarak.
Hadis yang berkaitan dengan kebebasan
dalam melakukan kontrak dan meletakkan
syarat dalam kontrak diriwayatkan oleh
al-Bukhari, Abu Daud dan al-Turmudhi,
bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda
yang artinya: “Orang-orang Islam boleh
melakukan kontrak dengan membuat apa-
apa syarat melainkan syarat yang meng-
halalkan yang haram dan mengharamkan
yang halal.”*®

Berdasarkan pada hadis tersebut,
dapatlah dipahami bahwa hukum asal dari
segala bentuk kontrak dan persyaratan
adalah mubah. Ini sebagaimana pendapat
mazhab Hambali dan Maliki. Mereka
menyatakan bahwa transaksi dan per-
syaratan itu bebas, sehingga tidak ada
yang diharamkan kecuali yang diindi-
kasikan keharamannya oleh ajaran Islam,
dengan dalil tegas atau giyas.*® Di antara
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dalil-dalil mereka yang berpendapat

demikian adalah sebagai berikut:

1. Asal dari kontrak adalah keridaan
kedua belah pihak. Konsekuensinya
adalah komitmen yang mereka sepakati
bersama untuk mereka. Allah swt
berfirman dalam Q.S. An-Nisa: 29:
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Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang
batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.

Dalam ayat ini, secara jelas Allah
melarang mengambil harta orang lain
dengan cara batil (diharamkan),
selanjutnya Allah mengecualikan harta
yang diambil dari orang lain dengan
saling ridha. Yang dipersyaratkan
dalam kontrak jual beli di dalam ayat
ini hanya saling ridha alias suka sama
suka. Ini menunjukkan bahwa segala
transaksi yang didasari faktor saling
meridhai adalah boleh, kecuali kalau
terbukti ajaran syariat mengharam-
kannya, seperti jual beli babi (khinzir),
terdapat unsur gharar.

2. Menurut alquran, "Wahai orang-orang
yang beriman, tunaikanlah akad-akad
kalian." (Q.S Al-Ma’idah:1). Ini
menunjukkan bahwa janji atau kontrak
itu wajib dilaksanakan tanpa kecuali
dan kontrak itu tidak akan mengikat
kecuali  dilakukan  dengan  sah.

Menurut  penafsiran ~ Muhammad
Rasyid Rida, ayat itu menunjukkan
bahwa tiap-tiap perkataan atau
perbuatan yang dianggap sebagai
kontrak adalah wajib dilaksanakan
sebagaimana diperintahkan oleh Allah
swt, selama ia tidak mengandung
perkara yang menghalalkan yang
haram dan mengharamkan yang
halal.*’

. Kontrak dan persyaratan termasuk soal

kebiasaan, dan asalnya adalah tidak
diharamkan, karena asal dari kebiasaan
adalah mubah. Allah berfirman dalam
Q.S. Al-An'am:119:
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Terjemahnya:

. padahal Sesungguhnya Allah
Telah menjelaskan kepada kamu
apa yang diharamkan-Nya atasmu,
kecuali apa yang terpaksa kamu
memakannya. dan Sesungguhnya
kebanyakan (dari manusia) benar
benar hendak menyesatkan (orang
lain) dengan hawa nafsu mereka
tanpa pengetahuan. Sesungguhnya
Tuhanmu, Dia-lah yang lebih
mengetahui  orang-orang yang
melampaui batas.

Hukum ini berlaku umum untuk
benda dan perbuatan. Hukumnya
dijadikan sebagai standar hukum asli
hingga ada penjelasan tentang
keharamannya. Nash atau dalil-dalil
tegas yang melarang berbagai bentuk
aktivitas amat sedikit sekali. Itu
menunjukkan bahwa selain yang
disebutkan  keharamannya berada
dalam kondisi asal, yakni mubah.*® Ini
juga sesuai dengan prinsip, bahwa
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hukum asal muamalat adalah mubah.
Ini berbeda dengan perkara ibadah
yang asalnya adalah haram, kecuali
yang diperintahkan syarak.
Memang ada segolongan ulama’
(mazhab Zahiri, diantaranya Ibnu
Hazm) yang berpendapat sebaliknya,
yaitu semua kontrak dan syarat-syarat
adalah tidak sah kecuali yang
dibolehkan oleh nas dan ijma’.*® Akan
tetapi, pendapat ini dianggap sempit
dan kurang sesuai dengan semangat
ajaran Islam itu sendiri.
Secara garis besar, para ulama
telah menggariskan tentang pembagian
syarat dalam kontrak menjadi syarat
sah dan syarat rusak atau batal.
Masing-masing dibagi menjadi tiga
yaitu: *° Persyaratan yang sah:
a.Syarat yang menjadi konsekuensi
perjanjian, seperti syarat harus ada
serah terima barang dan penyerahan
pembayaran.

b.Syarat demi kepentingan perjanjian,
seperti syarat bentuk pembayaran,
seperti pembayaran cash atau hutang

(tunda).
c.Syarat yang jelas kegunaannya
namun bukan merupakan kon-

sekuensi perjanjian, dan juga bukan
demi kepentingan perjanjian ter-
sebut, namun juga tidak berten-
tangan dengan konsekuensi per-
janjian itu. Seperti seorang penjual
rumah yang meminta persyaratan
untuk tetap tinggal di rumah itu
selama satu bulan.”

Persyaratan yang rusak/batal

a. Persyaratan yang menyimpang dari
konsistensi  untuk  melaksanakan
syarat dan rukun dasar suatu
kontrak, dan persyaratan yang mem-
buka pada masuknya elemen riba
dan gharar, dan ilegal.*

b.Persyaratan yang bertentangan
dengan  konsekuensi  perjanjian.
Seperti persyaratan bahwa barang

yang dijual tidak boleh rugi bila
dijual kembali, atau agar tidak dijual
lagi.

c.Persyaratan yang membuat per-
janjian menjadi tergantung. Seperti
ucapan, "Aku jual ini kepadamu,
tetapi bila si fulan sudah datang."

6. Contoh Ijtihad Saintifik dalam
Problematika Transaksi
Kontemporer

Di antara contoh ijtihad saintifik
yang dilakukan oleh para pakar ekonomi
Islam dan figh muamalah baik secara
individual maupun secara kolektif>
adalah tentang kasus default payment
(kegagalan pembayaran) dalam produk
pembiayaan Islam di institusi keuangan
Islam, seperti perbankan Islam. Kejadian
kegagalan pembayaran angsuran baik itu
terjadi  kerana mungkir bayar atau
keterlambatan pembayaran angsuran oleh
pihak nasabah bank Islam yang menerima
skim pembiayaan memang terkadang
terjadi di bank Islam, sebab pada dasarnya
bank Islam tidak mengenakan denda
terhadap default payment sebagaimana di
bank konvensional.>* Default payment ini
disebabkan oleh sikap tidak bertanggung-
jawab para nasabah untuk membayar
angsuran tepat pada waktunya di samping
terdapat juga sedikit nasabah yang benar-
benar menghadapi masalah kesulitan uang
sehingga gagal membayar angsuran tepat
waktu.>®

Dalam sistem perbankan Islam
maupun konvensional, defaul payment
merupakan  penyebab  utama  dari

meningkatnya non performing financing
(NPF).>® Misalnya, NPF di Bank Islam
Malaysia Berhad (BIMB), Malaysia pada
tahun 2009 ini mencapai RM 760 juta (Rp
1.900.000.000.000,-, dengan asumsi 1
RM=Rp 2500,-). Suatu jumlah yang
sangat fantastis, dan dapat menyebabkan
bangkrutnya bank Islam tersebut dan
secara keseluruhan bisa menghancurkan
kredibilitas bank Islam dan kepercayaan
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publik terhadap institusi  perbankan
Islam.>” Oleh karena itu, persoalan defaul
payment menjadi perhatian serius para
pakar ekonomi Islam dan figh muamalah
baik secara individual maupun secara
kolektif. Terdapat berbagai pendapat
berbeda yang merupakan hasil ijtihad
saintifik para pakar ekonomi Islam dan
figh muamalah tentang cara menyelesai-
kan defaul payment agar tidak terjebak
pada riba.

Menurut ijtihad saintifik Kamal
Hammad,”® hanya mahkamah yang ber-
wenang untuk memberikan hukuman
terhadap nasabah defaul payment. Beliau
menolak dengan tegas hukuman terhadap
nasabah defaul payment dengan kom-
pensasi. Sementara ijtihad  saintifik
Syeykh Mustafa al-Zarga’, sebagaimana
dikutip Mohammad Ali Elgari et.al,
berpendapat bahwa hukuman denda mesti
diputuskan oleh mahkamah tinggi saja dan
uang denda itu mesti dimanfaatkan untuk
kepentingan sosial. Bank Syari‘ah tidak
boleh mengambil uang denda tersebut,
tetapi semua uang denda itu mesti
dimanfaatkan untuk maslahaz ‘ammah
(public interest).*®

Sementara ijtihad saintifik kolektif
Islamic Figh Academy, mengeluarkan
fatwa bahwa jika nasabah gagal
membayar angsuran pada waktu yang
telah disepakati, maka pihak bank tidak
boleh mengenakan denda atau bayaran
lain atas kegagalan tersebut, kerana hal itu
sama saja dengan menerapkan konsep
bunga terhadap angsuran tersebut.*

Sedangkan ijtihad saintifik al-
Sadiq al-Darir menyatakan bahwa ia
setuju mengenakan denda terhadap defaul
payment dengan syarat jumlah denda itu
tidak melebihi jumlah hutang nasabah.®
Muhammad Tagi Usmani berpendapat
serupa, Yyakni nasabah defaul payment
hendaknya membayar sejumlah uang
kepada institusi kebajikan yang dimiliki
oleh bank Islam untuk tujuan membiayai
kegiatan kebajikan yang dibolehkan oleh

Syari‘ah. Bank Islam tidak boleh men-
dapat bagian sedikitpun dari uang denda
tersebut. Jadi uang denda itu bukan
kompensasi kepada pembiaya (bank
Islam) sebagai opportunity cost, tetapi
semata-mata untuk tujuan kebajikan.®?
Sedangkan ijtihad saintifik Umer
Chapra dan Tariqullah Khan menyatakan
bahwa kalau defaul payment tidak
dikenakan penalti atau denda maka hal ini
akan menjadi satu fenomena dan preseden
yang tidak baik bagi kelangsungan
ekonomi sosial, dan orang yang defaul
payment tersebut akan terus-menerus
melakukan ketidakjujuran. Hal ini juga
akan memperburuk sistem keuangan suatu
institusi  keuangan apalagi kalau nilai
kontrak itu sangat besar. Oleh karena itu,
Umer Chapra dan Khan mengusulkan
konsep “Loss Given Default” (LGD)
untuk menentukan jumlah kompensasi
agar bisa mengkurangkan nilai-nilai
ketidakadilan antara pihak nasabah dan
bank Islam saat terjadi defaul payment
dengan syarat jumlah kompensasi sudah
disetujui oleh ulama, dalam hal ini adalah
Dewan Penasehat Syari‘ah Nasional.®®
Sedangkan ijtihad saintifik Joni
Tamkin bin Borhan menyatakan bahwa
pengenaan ganti rugi (fa‘wid mali)
menurut  penelitian  sebagian  pakar
ekonomi Islam adalah dibolehkan dengan
argumen-argumen berikut: (1) Di antara
inti  hukum Islam adalah  konsep
“penolakan madarat” di mana setiap
madarat atau kerugian mestilah dihindari.
(2) Praktek riba hanya terjadi dalam hal
pertukaran uang dengan uang atau barang
ribawi dengan barang ribawi. Dalam kasus
pengenaan bayaran ganti rugi, ia
dikenakan ke atas kegagalan nasabah
dalam akad pertukaran (mu ‘awadah) yang
melibatkan pertukaran antara uang dengan
barang iaitu dari jenis dan sifat yang
berbeda. Dalam hal ini terdapat ijtihad
fighi berhubung dengan bay‘ al- ‘arbu®
dan kebolehan hangusnya uang deposit
karena untuk mengganti kerugian penjual
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menunggu dan tidak memasarkan barang
yang ditempah itu kepada pelanggan lain.
Kerugian dalam kasus bay‘ al-‘arbun
adalah berbentuk kerugian ekonomi,
sementara kerugian yang ditanggung oleh
investor dan penabung akibat defaul
payment adalah berbentuk kerugian riil.
(3) Riba selalunya memberi kelebihan
satu pihak ke atas pihak lain, sementara
bayaran ganti rugi hanya sekedar
mengembalikan keadaan kerugian kepada
keadaan tidak rugi. Ini tidak meng-
untungkan pihak bank, kerana tujuan ganti
rugi hanya sekedar memperbaiki keadaan.
Dengan demikian, pengenaan ganti rugi
terhadap defaul payment adalah diboleh-
kan dengan syarat jumlah ganti kerugian
ini ditentukan oleh pihak ketiga yang tidak
mempunyai apa-apa kepentingan dalam
kasus ini.®

Dari berbagai ijtihad saintifik
tentang defaul payment tersebut, ter-
gambar betapa para pakar dan ilmuwan
yang mempunyai kelayakan ilmiah
melakukan ijtihad saintifik sesuai dengan
tingkat dan latarbelakang keilmuan, ke-
adaan sosial budaya dan politik, serta
dalil-dalil yang dapat mereka kemukakan.
Hasilnya ternyata berbeda, mana yang
paling tepat? Mungkin ijtihad saintifik
Umer Chapra dan Tariqullah Khan, serta
Joni Tamkin bin Borhan lebih cocok
untuk  menyelesaikan  kasus default
payment di BIMB Malaysia. Wallahu
‘alam bi as-Sawab.

1. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah
dikemukakan di atas, jelaslah betapa
urgennya dilakukan ijtihad saintifik untuk
menjawab problematika transaksi kon-
temporer pada era global, dengan rasional
sebagaimana dikemukakan di atas.
Alquran dan al-Sunnah sebagai sumber
utama hukum Islam telah menyediakan
instrumen-instrumen hukum yang men-
jadikannya fleksibel dengan segala
perubahan zaman, sehingga Islam adalah

agama yang senantiasa sesuai untuk
segala zaman dan tempat, termasuk di era
globalisasi. Ini sesuai dengan pernyataan
bahwa hukum Islam adalah hukum yang
salihun likulli zaman wa likulli makan.
Pernyataan tersebut memiliki landasan
teoritis, historis maupun empiris yang
kuat. Sehingga bukanlah hal yang
berlebihan jika umat Islam selalu optimis
bahwa betapa pun hebat perkembangan
transaksi kontemporer di era globalisasi
akan selalu dapat diikuti oleh hukum
Islam yakni dengan melakukan ijtihad
saintifik ~ untuk  menjawab  segala
problematika transaksi kontemporer yang
muncul tersebut.
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